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ABSTRACT
Transparansi informasi publik kini merupakan suatu tuntutan zaman, penyediaan informasi menjadi suatu kewajiban pemerintah
untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi terkait dengan pemerintahan. Keterbukaan informasi merupakan bagian
penting dari negara demokrasi yang menjunjung tinggi kadaulatan dan hak-hak rakyatnya, selain itu keterbukaan informasi
merupakan perwujudan prinsip Good governance. Masih adanya badan publik di Aceh yang belum menerapkan Transparansi
informasi publik dan dilaporkan untuk sengeketa informasi seperti Badan pelayanana perizinan terpadu (BP2T) Aceh merupakan
masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Transparansi informasi publik dan
hambatan penerapan Transparansi informasi publik di BP2T Aceh sebagai perwujudan prinsip Good governance. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumetasi
kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Teori Good governance sebagai Grand theory untuk menganalisa permasalahan yang
terjadi dilapangan. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagaian besar dari kewajiban dalam penerapan Transparansi
informasi publik masih belum diterapkan oleh BP2T Aceh, sedangkan hambatan dalam penerapan Transparansi informasi publik
guna mewujudkan prinsip Good governance di BP2T Aceh adalah minimnya pemahaman BP2T Aceh tentang Transparansi
informasi publik sebagaimana telah diatur dalam UUKIP dan tidak adanya anggaran biaya untuk pelayanan informasi publik. Saran
yang dapat penulis berikan berdasarkan tulisan ini adalah kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dapat lebih
meningkatkan pemahaman mengenai UUKIP sehingga dapat memaksimalkan penerapan Trasnparansi informasi publik dan dapat
memperbaiki segala hambatan dari penerapan Transparansi informasi publik di BP2T Aceh saat ini. Dan Pemerintah Aceh dapat
mensosialisasikan UUKIP kepada seluruh Badan publik di Aceh agar tidak ada lagi badan publik yang tidak memenuhi
kewajibannya untuk menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
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